PUTUSAN
Nomor 1749/Pdt G/2017/PA. Tmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memerksa dan mengadili
perkara tertenty pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhikan
putusan perkara cerai gugat antara:

_ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Menguruzs Rumah

Tangga, pendidikan - tempat kediaman di Kp. Citarniang RT.005
RW. 008 Kelurshan Tanjung Kecamatan Kawaly Kota
Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Nur Adam, SHI dan Asep lwan Ristiawan, SH, Advokat /
Penasehat Hukum  yang berkantor di Perum Simagalih
Residence Blok D.2 Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan
surat Kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2017 yang telah
didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2001/Req K/2017/PA Tmk.
tanggal 15 November 2017 sebagai Penggugat:

Elawan
_ umur 34 tahun, agama lslam, pekerjaan

Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Kebon Tiwu
RT.001 R¥. 002 Keiurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agams tarsebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bafwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2017
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Fengadilan Agams Kota Tasikmalaya dengan Nomaor
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1749/Pdt. G/2017/PA Tmk, tanggal 15 Nopembar 2017, yang pada pokoknysl

mengajukan dalil dengan tarmbahan dan perubahan sebagai barikut :

1.

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2005, Psnggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Unisan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor @ 175/22/1/2005 tanggal 09 Maret 2005
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertermpat
tinggal rumah  crang tua Penggugat dan selama pemikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami ist dan dikaruniai 1 crang anak bernama . Wifa Nuraiifa, Umur 10
Tahun .

Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2015 rumah tangaa
Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam
menentukan tempat tinggal;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun
2018, yang akibatya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang igbih 1 tahun {amanya;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak
berhasil;

Bahwa atas kejadian tersebui, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan jebih banyak madiarat dari pada
maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf {fy PP No. 9 Tahun

1875 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Panggugat mehon

agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mangadili perkara

ini, selenjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dati 15 kalamam, Putusan Nomar @ 1740/ Pdt G/ 201784, TmE,

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum :
Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnys;

Bahwa dalam perkara aguo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Nur Adam, S.HI dan Asep lwan Ristiawan, SH, Advokat dan
Penasehat Hukum yang mengambil domisidi di Perum Simagalibh Residence
Blok D2 Indhiang Kata Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Nopember 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2001/Reg.K/2017/PA. Tmk, tanggal 15
November 2017:

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat terseburt
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Targugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh crang lain untuk
menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1749/Pdt.G/2017/PA Tmk tanggal 27
Nopember 2017, 07 Desember 2017 dan 14 Desember 2017 yang dibacakan
di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasshati Penggugat melalul Kuasanya
agar barpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerat dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimeciasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemerikszan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, #utusan Nomar ; 1748/PdEG /201708 Tmk,

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telzh

mengajukan alat-alat bukfi berupa:
A Surat:

a.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama_ {Penggugat)

Nomu_ Tanggal 22 Agustus 2012 yang dikeluarkan

oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberni tanda P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomaor 175/22/11/2005 Tanggal 08 Maret
2005 yang dikeluarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawaly
Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai Cukup dan
tefah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, latu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;

8. Saksi

1.

umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kp. Citamiang RT 01 RW 08, Kelurahan Tanjung.

Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
09 Maret 2005;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tetah
dikaruniai 1 orang anak bernama : Wifa Nuralifa, Umur 10 Tahun ;
Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awainya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
partengkaran;

- Bahwa. perselisthan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut saksi pemnah melihat dan mendengar tangsung;

Halaiman 4 dari 15 kataman, Putusan Mognor - 17497486 F200 7/PA Tmk.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa, saksi mengstahui yang menjadi penyebab  ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Antara Penggugat dan Tergugat berselisih tempat tinggal
dan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang member nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan
keadaan tersebut;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak bulan Ckicber 2016 sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi,

Bahwa, bak saksi maupun pihak kelusrga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudzh tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipartahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. _ umur 43 tahun, agama Istam, pekerjaan |bu Rumah

Tangga, tempat kediaman di Kp. Citamiang RT 08 RW 08, Kelurahan

Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Taskmalaya, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 09 Maret 2005:

Bahwa, saksi mengetahur dan perkawinan Penggudat dan Tergugat
teleh dikaruniai 1 orang anak bernama : Wifa Nuralifa, Umur 10
Tahun ;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidek lagi harmonis, serng terjadi perselisinan dan
pertengkaran  sejak bulan Oktober 2015 yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudsh pisah rumah sejak bulan
Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah
antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah bersatuy lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomar 1749/ Pct G L2017/ PA TmE.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

- Bahwa, perselisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut saksi pernah melihat dan mendengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan periengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara FPenggugat
dengan Tergugat tidak kesekapatan dalam menentukan tempat
tinggal;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak sds
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
febih baik berveraj:

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimiang, bahwa Majelis Halim telan memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 12 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
2001/Reg K/2017/PA.Tmk. tanggal 15 November 2017, temyata telah sesua]
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
6 Tahun 1984 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memerksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
hahwa Kuaza Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halamar £ dari 15 halaman, futuzan Nomor - 1749/8de.G/ 2017724, TmK.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Penggugat terssbut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa temyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidek datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (versiek):

Menimbang. bahwa sesuai dengan Pasal 3% Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Isfam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk berssbar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karena itu perkara ini haruz segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis fidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilakzanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Fenggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membukttkan dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi:

Halarman 7 dari 15 halamar, Patusan Narmot . L7499/t G 2007 PA TmE.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Karu Tanda Penduduk) yang
merupakan akla otentik, telah benmeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 185 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat {(volfedig en bindende bewijskrachf;

Menimbang, bahwa bukti P.2 {Fotokopt Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukli tersebut manjelaskan menganai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami istert, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materdl, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vofledig en
hindende bewifskracht),

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisthan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1675 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum |stam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang permah melihat dan mendengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan cieh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiit sebagaimana tetah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat adalah keluarga atau oreng
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Paraturan

Halaman & dari 15 halaman, Purugan Momaor ; 1749/PdLG 2007 2A TmE,

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum lslam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Targuget serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah melihat dan mendengar fangsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan ofeh Penggugat, oleh karena ity
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana tetah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pambuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesualan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakia kejadian sebagai berikut;

.  Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama lslam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tastkmataya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikzah
pada tanggal 09 Maret 2005 di Kecametan Kawalu Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
telah dikaruniai 1 orang anak bemama : Wifa Nuralifs, Umur 10 Tahup ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar:

3. Bahwa persefisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dizebabkan karena Antara Penggugat dan Tergugat bersalisih tempat
tinggal dan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mensrima dengan keadaan
tersebut;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 dan selama
iU pula keduanys tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan
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hak dan kewajbannya masing-masing sebzgaimana layaknya suami
isteri;
Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehatl Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh fngin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa kedua saksi sudsh tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan iagi keduanya dapat rukun dalam
rumak tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama lslam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;
Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah ferjadi persetisihan dan pentengkaran yang terus menerus;
Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergupgat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Perggugat dengan Tergugat
sudah fidak ada harapan uniuk dipertahankan lagi {onheel baar
hveespalf);
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang metawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majeiis dapat

mengkonstituir sebagai berikut;

Disclaimer

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama lstam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
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Disclaimer

2]

Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat {1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Momor 3 Tahun 2008 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pazal 20 ayat {1} Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
lsiam, perkara ini merupakan kompetens| relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adatah suami isterl yang sah dan
belum pernah tedadi perceraian menurst hukum dan  perundang-
undangan yang beraku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agams;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tetzh terjadi persetisihan dan pettengkaran yang terus menerus:

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa islah
terdapat kebencian yang memuncak dan Penggugat terhadap Tergugat.
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengameit alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lgna juz I halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai benikut:

dith &80 ade glh g g3 da g5l dd ; ase 2001 NI

Artinya. "Disaat islri telahh memuncak rasa tidak suka lerhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan falak (suami) nya dengan falak
satu;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudsh tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalfh, sehingga tujuan
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Disclaimer

perikahan untuk membina keluarga sakinah. mawadah warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Namar 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum lslam dan sebagaimana dimaksudkan al Quran
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud:

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertzhankan lagi, akan menimbulkan mafeadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesual dengan Qeidah Figivah;

rllaall qida o anla dakiall ¢ 40

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan®
Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
datam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1875 jo
Pasal 116 huruf {f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabuylkan;
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechimatige daad), meka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Pengguget dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sefama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pemah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat vang akan
diiatuhkan adateh talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum [slam, majelis akan mengabukan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang

dijatunkan oleh Hakim atas permintaan secrang isteri, yang mana akibat hukum
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dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istesi tidak dapat hidup
persama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Fenggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 10989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2008 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peraditan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perfimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat_
-temadap Penggugat _ ;

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
untuk mengirimkan zalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keawalu
Kota Tasikmalaya dan Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang
tersedia untuk ity ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumniah
Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiahy;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hiiriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Lia VYuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan
Hotoya,S.H.|.,M.Ag. masing-masing sebagal Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
1 f

Hakim Anggota
+
Ml T -
ﬁlll-_‘h}h!—ul ] QWW
fiil :
Lia Yuljasih, S.Ag. Asep Ridwan Hotoya,S.H.1,M.Ag.
it Panitera Pengganti
M ad Ramdani, S.H,
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Perincian Biaya:

1. Pendaftaran

2. Proses

3. Pangagilan

4, Redaksi

5. materai
Jumilzh

Pembaritahuan isi
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Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal | ..o
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CRp. 30.000 -
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:Rp. 375.000,.-
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